
BUPATI MEMPAWAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 


PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR II TAHUN 2020 

TENTANG 


PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 

NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 


ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

INSPEKTORAT DAERAH 


KABUPATEN MEMPAWAH 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


BUPATI MEMPAWAH, 


Menimbang: a. 	 bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 menyatakan untuk 
memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah 
agar lebih independen dan obyektif dalam rangka 
mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme, maka Peraturan Bupati Mempawah 
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIja 
Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah, perlu 
dilakukan penyesuaian; 

b. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata KeIja Inspektorat Daerah Kabupaten 
Mempawah; 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 
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2. 	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

5. 	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

8. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi 
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5556); 

9. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 



10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Mempawah Nomor 6). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 	 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 39 
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MEMPAWAH. 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Ketja Inspektorat Kabupaten Mempawah (Berita Daerah 
Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 39), diubah sebagai berikut : 

1. 	 Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambah sehingga Pasal 3 
ayat (1) berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

(1) 	Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari : 
1. Inspektur; 
2. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari: 

a. 	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aparatur; 
b. 	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 

3. Inspektur Pembantu Wilayah I 

4. Inspektur Pembantu Wilayah II 

5. Inspektur Pembantu Wilayah III 

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. 	 Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan di tambah, sehingga Pasal 4 
ayat (2) berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

(2) 	 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi : 
a. 	 Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 



b. 	 Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kineIja dan 
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan 
kegiatan pengawasan lainnya; 

c. 	 Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 
penugasan Bupati danjatau Gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat; 

d. 	 Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang 
danjatau kerugian keuangan NegarajDaerah, Inspektorat 
Daerah Kabupaten melaksanakan fungsi pengawasan untuk 
tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan Bupati danjatau 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; 

e. 	 Penyusunan laporan hasil pengawasan; 
f. 	 Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 
g. 	 Pengawasan pelaksanaan program pengawalan refonnasi 

birokrasi dan penegakan integritas; 
h. 	 Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas KineIja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di 
Lingkungan Inspektorat; 

1. 	 Pelaksanaan administrasi Inspektorat; 
J. 	 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. 	 Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), angka 1 
adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin 
Inspektorat Kabupaten, baik segi teknis operasional maupun 
administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. Inspektur bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

4. 	 Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 ayat (2) berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 6 

(2) 	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a . 	 Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas 

Bidang; 
b. 	 Pengelolaan administrasi keuangan; 
c. 	 Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan 

tatalaksana; 
d. 	 Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta 

keprotokolan; 
e. 	 Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat; 
f. 	 Pengelolaan laporan hasil pengawasan melalui audit, reviu dan 

evaluasi; 
g. 	 Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian 

dan pelaporan program keIja serta penganggaran Inspektorat; 



h. 	 Pelaporan terhadap pelaksanaan refonnasi birokrasi, Sistem 
Akuntabilitas KineIja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan 
pelayanan publik; 

1. 	 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur. 

5. 	 Diantara Bagian Kedelapan dan Bab III disisipkan 1 (satu) Bagian, 
yakni Bagian Kesembilan dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 
disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 11A, Pasal lIB dan Pasal 11C, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Bagian Kesembilan 
Inspektur Pembantu IV 

Pasal11A 

Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
angka 6, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur me]alui Sekretaris. 

Pasal11B 

Inspektur Pembantu IV mempunyal tugas melaksanakan 
pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk 
tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat 
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan seSUaI ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal11C 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal lIB, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi: 
a. 	Pelaksanaan perencanaan pengawasan khusus dan penanganan 

laporan pengaduan masyarakat; 
b. 	Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat; 
c. 	 Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus dengan Tujuan Tertentu; 
d. 	Pelaksanaan reviu atas Sistem Akuntabilitas KineIja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) pemerintah kabupaten mempawah; 
e. 	 Pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas KineIja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah kabupaten mempawah; 
f. 	 Pelaksanaan Evaluasi KineIja Pelaksanaan Pemerintah Daerah 

(EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(LPPD) kabupaten/kota; 

g. 	 Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan 
h. 	Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan 

oleh Inspektur. 



f ' 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Mempawah. 

Mempawah 
5 - J. - 2020 

Oiundangkan di Mempaw ( / 
pada langgal •• f.~.~.: i/?J 
SEKRETARIS DArRAH KA PATEN MEMPAWAH 

.. ............... 



